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KECAMATAN BANJAR MARGO 

KABUPATEN TULANG BAWANG
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Banjar Margo guna mencapai tujuan dan sasaran daerah melalui indikator kinerja Kecamatan Banjar Margo dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, dalam renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna mencapai tujuan dan sasaran daerah. Dengan indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik Sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Selanjutnya harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan D tahapan selanjutnya. Akhir kata, semoga dokumen Renstra Tahun 2023-2026 ini bermanfaat bagi PD, dinas/instansi pengambil kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah serta masyarakat pada umumnya

Banjar Margo,        Maret 2022

Camat Banjar Margo,

AKHMAD IDRIS, S.E.,M.M

NIP. 19690831 199103 1 007

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023- 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 4 (empat) tahun yaitu periode tahun 2023-2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat
perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banjar Margo yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjar Margo selama 4 (empat) tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Keca,atan banjar Margo yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Tulang Bawang.
1.2 Landasan Hukum 
Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjar Margo Tahun 2023-2026 adalah:
1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

12 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang;
13 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026.
1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 adalah:
1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;

2. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bajar Margo yang memuat program dan kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Kecamatan Banjar Margo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang

1.2.
Landasan Hukum

1.3.
Maksud dan Tujuan

1.4.
Sistematika Penulisan

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.
Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3.
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah

3.3.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis  
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.  Tujuan dan Sasaran

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII
PENUTUP
BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN 
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peratran Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, maka kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, maka kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan.
Dalam hal melaksanakan tugas tersebut, Camat dibantu oleh:
a. Sekretaris Camat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan;

b. Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program, menyelenggarakan program perencanaan, pelaporan dalam arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaan program 
evaluasi program, mengumpulan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi di lingkungan kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketetntuan;

c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, admnistrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tata laksana, dan kehumasan serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan;

d. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkordinasian penyelenggaraan urusan admnistrasi pemerintahan kecamatan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri;

e. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;

g. Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan;

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, eliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial.               

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan dalam dalam tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Bupati yang dilimpahkan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan serta tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati, juga mempunyai fungsi:

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; 
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/ kelurahan; 
7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kampung/kelurahan; 
8. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas; 
9. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas; 
10. Pelayanan administratif; 
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya.
3. Strutur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang menurut Peraturan  Bupati Tulang Bawang, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, adalah sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Bina Program

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi pelayanan umum;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
f. Seksi Pembangunan;
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Banjar Margo


2.2. Sumber Daya Kecamatan Banjar Margo
Secara umum kondisi kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan Banjar Margo sudah dikelola secara lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian kondisinya masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Adapun kondisi selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan  tugas  serta berbagai kegiatan program pembangunan kecamatan yang dikelola Kecamatan Banjar Margo, sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh 25 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 2.1.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah

	1
	ASN
	19

	2
	Tenaga Kontrak
	6

	Jumlah
	25


Dari segi penyebaran pangkat dan golongan di Kecamatan Banjar Margo yaitu ada empat golongan I, II , III dan IV. Adapun Rincian penyebaran pangkat dan golongan PNS sebagai berikut :
Tabel. 2.2.
Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan

	No
	Jenis Kepangkatan
	Jumlah (Orang)

	1
	Golongan IV
	2

	2
	Golongan III
	15

	3
	Golongan II
	2

	4
	Golongan I
	0


Dalam hal tingkat pendidikan, Pegawai di Kecamatan Banjar Margo rata-rata adalah S-1. Adapun data selengkapnya adalah sebagai berikut:
Tabel. 2.3.
Klasifikasi pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	NO
	Jenis Pendidikan
	Jumlah (Orang)

	1.
	S-2 
	5

	2.
	S-I
	10

	3.
	D III
	2

	4.
	D I
	0

	5.
	SMA
	8

	6.
	SMP
	0

	7.
	SD
	0


2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kinerja Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang  Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 2.4.
Jumlah  Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor Kecamatan Banjar Margo
	No
	Uraian
	Jumlah
	Satuan
	Ket

	1.
	Kantor
	1
	unit
	baik

	2.
	Kendaraan Roda Empat
	2
	unit
	baik

	3.
	Kendaraan Roda Dua
	1
	unit
	baik

	4.
	Sofa
	2
	set
	baik

	5.
	Meja 1 Biro
	2
	unit
	baik

	6.
	Meja ½ Biro
	13
	unit
	baik

	7.
	Meja Rapat 
	2
	set
	baik

	8.
	Lemari Arsip
	5
	unit
	baik

	9.
	Filling Kabinet
	3
	unit
	baik

	10.
	Meja Komputer
	2
	unit
	baik

	11.
	Komputer
	2
	Unit
	baik

	12.
	Printer
	1
	unit
	baik

	13.
	Mesin Tik
	2
	unit
	baik

	14.
	Kursi Plastik
	80
	unit
	baik

	12.
	Kursi Putar
	3
	Unit
	baik

	13.
	Kursi Lipat
	15
	Unit
	baik

	14.
	Dispenser
	2
	Unit
	baik

	15.
	Kompor Gas
	1
	Unit
	baik

	16.
	Tabung Gas
	1
	Unit
	baik

	17.
	Wireless mic
	1
	Unit
	baik

	18.
	Laptop
	2
	Unit
	baik

	19.
	Genset
	1
	Unit
	baik


2.3. Kinerja Pelayanan 
Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kecamatan Banjar Margo. Realisasi / Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjar Margo Tahun 2017 – 2022 terhadap aspek tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang
	No
	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
	Target

NSPK
	Target

IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra

Perangkat Daerah Tahun ke-
	Realisasi Capaian Ke
	Rasio Capaian Pada Tahun Ke

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Persentase Pelayanan Umum
	
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	80%
	90%
	90%
	90%
	100%
	80%
	90%
	90%
	90%
	100%

	2
	Persentase Aparatur Pemerintahan di Kecamatan yang Meningkat SDMnya
	
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	40%
	40%
	70%
	100%
	100%
	40%
	40%
	70%
	100%
	100%

	3
	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbang
	
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4
	Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
	
	
	
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	1 X
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Berdasarkan data diatas, Kecamatan Banjar Margo mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahwa setiap kegiatan yang telah direncakan dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut:
1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.
Dalam pelaksanaan pelayanan, tentu saja perangkat daerah didukung oleh sumber dana yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Banjar Margo dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022
	Uraian
	Anggaran Tahun Ke
	Realisasi Tahun Ke
	Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Anggaran
	Realisasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	349.132
	349.132
	389.132
	389.132
	389.132
	349.132
	348.082
	382.742
	370.382
	372.967
	100%
	99,7%
	98,4%
	95,2%
	95,8%
	14,3%
	


Berdasarkan tabel 2.6 menggambarkan kenaikan maupun penurunan anggaran dan realisasi pada setiap kegiatan di Kecamatan Banjar Margo. Perkembangan pendanaan yang ada menyesuaikan kebutuhan masing-masing kegiatan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan permasalahan, sumber daya dan juga uraian tugas dari Kecamatan, maka dapat ditentukan peluang dan keadaan yang ingin dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan. Kecamatan Banjar Margo dengan berbagai masalah, keadaan, potensi yang dimiliki dan peluang dapat direncanakan suatu pelayanan yang semakin meningkat dari periode sebelumnya.

Tantangan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Banjar Margo yang diinginkan di masa depan adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat benar-benar dapat dioperasionalisasikan secara nyata dan dilaksanakan secara rasional dengan dukungan anggaran yang memadai;

2. Seluruh data di semua tingkatan harus tepat dan akurat serta selalu diupdate karena akan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan;

3. Sistem manajemen grup/kelompok kesenian tertangani secara profesional. Sehingga mereka dapat tampil secara baik dan menghibur. Sehingga dengan manajemen yang profesional hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income yang cukup untuk menghidupi keluarga pelaku seni tersebut;

4. Kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih sangat memadai, khususnya untuk air bersih perpipaan dan sanitasi. Sehingga pada saat musim kemarau tiba, warga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih;
5. Penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Banjar Margo dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
6. Kecamatan ikut serta memfasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan masyarakat seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Banjar Margo adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan partisipatif (musrenbang) untuk mengajak masyarakat mengemukakan apa yang mereka butuhkan;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dapat berjalan optimal. Penyusunan berbagai produk pemerintahan kampung yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala kampung dan peraturan kampung dapat selesai tepat waktu sehingga jalannya pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat dapat optimal;
3. Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku semakin tinggi. Misalnya saja untuk Kartu Tanpa Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dan lain-lain dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah dapat berjalan secara optimal sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Banjar Margo dapat dikemukakan sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Banjar Margo

Dalam pelaksananan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal Kecamatan Banjar Margo. Permasalahan pelayanan yang terjadi di Kecamatan Banjar Margo antara lain :

1. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Banjar Margo sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur;
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan;
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah:
1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya;
Sasaran :

a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah.

2. Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat; 
Sasaran :

a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah;

b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka;

c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan;

d. Meningkatnya pemberdayaan kampung

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan; 
Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif.

4. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas  pendidikan masyarakat;

b. Meningkatnya minat baca masyarakat;

c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;

e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

5. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;

b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;

d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;

e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut sangat ditekankan pentingnya keterlibatan/partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kabupaten secara aktif dalam pembangunan kabupaten. Dari kelima tujuan RPD Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang secara khusus menunjang tercapainya tujuan pembangunan ke-3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”.
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. 
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. 
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
1) Indeks Demokrasi Indonesia;
2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU;
3) Indeks Kinerja ORMAS
b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi;
4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”
2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun;
2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri;
3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional;
4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah;
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. 
4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 
5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”. 
6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 
7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. 
8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”. 
9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. 
10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 
2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegrasi, dengan indikator sasaran, meliputi :
1) Indeks Pengawasan Internal;
2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri
Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
	No
	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
	Faktor Penghambat
	Faktor Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia
	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat
	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi

	2.
	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah
	Pembelajaran tentang Pancasila di lembagan Pendidikan sudah mulai berkurang
	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan


	3.
	Meningkatnya kewaspadaan nasional
	Masih adanya gerakan radikalisme
	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA

	4.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
	Kapasitas Personil belum memadai
	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS

	5.
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
	Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang
	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas

	
	
	Materi DIKLAT yang kurang representatif


	

	
	
	Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang
	

	6.
	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan
	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi

	7.
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
	Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah
	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

	
	
	Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang
	

	8.
	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif
	Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan

	
	
	
	Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan



	9.
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan
	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah
	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

	10.
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
	Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran
	Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah

	
	
	Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja
	Kesamaan Persepsi dan Tujuan

	
	
	
	Ketersediaan dana/anggaran

	11.
	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal
	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi

	12.
	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang
	Kompetisi yang sehat dalam mewudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi


3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Banjar Margo tidak ada Perangkat Daerah di Provinsi Lampung yang terkait langsung dengan Renstra Kecamatan Banjar Margo.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan  kebutuhan  pelayanan, dan prioritas wilayah  pelayanan  PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Banjar Margo adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar.

Aspek  penting  dalam  penyusunan  tata  ruang  adalah  melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Kecamatan Banjar Margo masuk dalam rencana pengembangan meliputi industri, pergudangan, pariwisata, pelayanan terminal, pertenakan dan pertanian Kota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dan telaahan RTRW, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Banjar Margo  adalah:
1. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi/pertanian, pariwisata, pengelolaan usaha ekonomi produktif dan dunia usaha;
2. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan;
3. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan dan kampung;
4. Kerentanan wilayah terhadap bencana tanah longsor dan antisipasi bencana;
5. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur;
6. Keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum masyarakat
BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan Dan Sasaran
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, bersih dan transparan
	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah
	63,69
	65,55
	67,46
	69,43

	
	
	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Kecamatan Banjar Margo
	Nilai SAKIP  Kecamatan Banjar Margo
	59,00
	61,00
	63,00
	65,00


Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banjar Margo Tahun 2023-2026
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banjar Margo tahun 2023-2026 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kecamatan Banjar Margo.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banjar Margo dapat dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan yang disajikan tabel sebagai berikut:
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
SERTA PENDANAAN

Rencana Strategi Kecamatan Banjar Margo Tahun 2023 – 2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun sebagai dokumen rencana. Maka dokumen ini memuat Program Kegiatan yang dperlukan untuk memncapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan rangka pendanaan Strategi kebijkan yang disusun untuk mencapau tujuan dan sasaran pembangunan  disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

Prioritas Program dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 terdiri dari 1 (satu) program yaitu :”Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota”

Rencana Strategis ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesenambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengkoormodir program rencana kerja program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023-2026.

Prioritas program dan kegiatan  yang tertuand didalam Rencana Strategis ini bersifat indikatif dan tertasif, dalam artian bahwa seluruh data dan informsi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026 baik indikator sasaran, maupun indikator program.

Untuk menggambarkan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dalam pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Banjar Margo Kabupaten
Tulang Bawang

[image: image1.emf]Tujuan Sasaran Kode

Program Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, 

program (outcome), dan sub kegiatan 

(output)

Data Capaian pada 

awal tahun 

perencanaan

Satuan

Kondisi Kinerja 

pada periode 

akhir perangkat 

daerah

unit kerja 

perangkat 

daerah 

penanggun

g jawab

Mewujudkan 

Penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik yang 

berkualitas, bersih dan 

transparan

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Kinerja Kecamatan 

Banjar Margo

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP)Pemerintahan 

Daerah Kab. Tulang Bawang

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

61,88 Nilai 63,69 65,55 67,46 69,43 70,00

Nilai SAKIP Kecamatan Banjar Margo NA nilai 57,01 60,00 65,00 70,00 70,00

202

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase indikator kinerja kegiatan 

Banjar Margo yang tercapai

100,00 Persen 100,00

2,086,960,399

100,00

2,344,332,656

100,00 2,544,352,700 100,00 2,744,662,800 2,944,762,900

Kec. Banjar 

Margo

205

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya penatausahaan 

keuangan 100,00 Persen 100,00

1,960,320,799

100,00 1,968,482,740 100,00 1,988,468,940 100,00 1,998,668,960 2,045,225,335

206

Sub Keg.Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan

Jumlah pegawai penerima Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan

18 orang 100,00

1,857,380,799

100,00 1968482740 100,00 1,992,500,950 100,00 2,015,700,970 2,020,800,980

206

Sub.Keg.Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

15 Laporan 100,00 102,940,000 100,00 106,98,0000 100,00 108,99,000 100,00 1,115,000,000 118,000,000

206

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai

0 Paket 0

0

27 27,000,000 27 28,000,000 27 29,000,000 30,000,000

206

Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapannya

Persentase pegawai penerima Pakaian 

Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

0 paket 0

0

27 27,000,000 28 28,000,000 30 29,000,000 30,000,000

206

Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Persentase Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

100,00 persen

100,00 72,864,500

100,00 149,885,620 28 169,885,620 30 173,900,650 173,900,650

206

Sub.Keg. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik

Jumlah         Paket         Komponen         

Instalasi

Listrik/Penerangan    Bangunan    Kantor    

yang Disediakan

12 bulan

12

2,593,800

6

6,113,420

6

7,113,420

6

8,113,420 8,113,420

206

Sub.Keg. Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan rumah tangga

12 bulan

12

4,744,300

14

13,145,000

14

14,145,000

14

15,145,000 15,145,000

206

Sub.Keg. Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

12 bulan

19,800,400

27

31,309,200

27

33,309,200

27

34,509,200 34,509,200

206

Sub.Keg. Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan

yang Disediakan

12 bulan

12

6,917,200

5

13,536,000

5

15,536,000

5

16,736,000 16,736,000

206

Sub.Keg. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

12 bulan

8

3,690,000 0 12 12 12

206

Sub.Keg. Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

12 bulan

6

30,168,800

7

75,882,000

7

77,882,000

9

79,982,000 79,982,000

206

Sub.Keg. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya Penyelenggaraan rapat 

koordinasi konsultasi SKPD

12 Laporan

12

4,950,000

12

9,900,000

12

10,900,000

12

11,900,000 11,900,000

208

Kegiatan  Penyedia Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Kegiatan  Penyedia Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

100,00 persen 100,00

33,948,000

58,471,296

12

60,491,290

12

62,591,000 62,591,000

208

Sub.Keg. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 

12

13,948,000

112

14,971,296

12

16,971,296

12

18,991,296 18,991,296

8

Sub.Keg. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

unit 100,00 20,000,000 100,00 22,000,000 unit 25,000,000 unit 27,000,000 27,000,000

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 

Penumpang

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 

Penumpang

6

unit /hari 0

0

0

0

0

0

0

0 0

Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kursi 1600

unit 800

6,000,000

800

8,000,000

800

8,000,000

800

8,000,000 8,000,000

Belanja Sewa Alat Rumah Tangga 

Lainnya (Tarup)

Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Tarup)

24

unit 12

9,000,000

12

9,000,000

15

11,000,000

15

11,000,000 11,000,000

Belanja Sewa Peralatan Studio 

Audio

Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5

hari 3

5,000,000

3

5,000,000

5

6,000,000

5

8,000,000 8,000,000

209

Kegiatan  Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

persentase pemenuhanPemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100,00 persen 100,00

19,827,100

100,00 33513000 100,000 35,555,500 persen 38,130,00 38,130,00

2023 2024 2025 2026


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN 
BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen Kecamatan Banjar Margo untuk mendukung percapaian  tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Kecamatan 
Banjar Margo selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Indikat Kinerja  berdasarkan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, dimana Kecamatan Banjar Margo akan berusaha untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan dan program serta kegiatan yang telah ditentukan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Banjar Margo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Banjar Margo yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPD
	No
	Indikator
	Kondisi kinerja pada awal priode RPD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPD 

	
	
	Tahun 
2022
	Tahun 
2023
	Tahun 
2024
	Tahun 
2025
	Tahun 
2026
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Nilai SAKIP Kecamatan Banjar Margo
	57,00
	59,00
	61,00
	63,00
	65,00
	


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja kecamatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Tulang Bawang. Renstra Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang  merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk kampung di wilayah Kecamatan Banjar Margo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 
Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Banjar Margo tahun 2023-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 
Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. 
Rencana Strategis Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang perlu dipahami seluruh jajaran Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
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